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 Judul ini dipilih karena penulis merasa tergugah untuk mengangkat isu 

perlindungan hukum terhadap tanah ulayat sebagai salah satu bentuk warisan 

budaya dan sumber kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Dalam era 

pembangunan yang semakin masif, proyek pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat. Oleh sebab itu, 

penelitian ini hadir untuk menyoroti aspek hukum yang dapat menjadi pijakan 

dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan 

hak masyarakat adat. Penulisan skripsi ini terinspirasi terhadap dinamika 

perlindungan tanah ulayat, terutama dalam menghadapi proyek-proyek pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum yang sering kali menimbulkan polemik antara 

kebutuhan pembangunan dan hak masyarakat adat. Melalui penelitian ini, penulis 

berupaya memberikan pandangan hukum yang mendalam guna menjawab 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze legal protection for indigenous communities in the implementation 

of land acquisition projects for public interest using a normative research method. The main 

issues addressed include: how legal protection is provided to indigenous communities in land 

acquisition projects for public interest, and what legal remedies can be pursued to resolve 

disputes between indigenous communities and the government regarding such land acquisition. 

This research examines in depth the legal framework governing the rights of indigenous 

communities over customary land (ulayat land), including the procedures for recognition and 

the requirements for validating such land as part of indigenous rights. Furthermore, it explores 

the legal basis for land acquisition for public interest, detailing the procedures, necessary 

steps, and mechanisms for resolving emerging disputes. 

The findings indicate that, although there is legal recognition of indigenous rights under 

various regulations, practical implementation often leads to conflict. Such conflicts arise from 

discrepancies between development priorities and respect for indigenous rights. Dispute 

resolution mechanisms include non-litigation approaches such as mediation and deliberation, 

as well as litigation through judicial processes. This study underscores the importance of 

harmonizing national development objectives with the protection of indigenous rights to ensure 

justice, legal protection, and respect for the cultural values upheld by indigenous communities. 

 

Keywords: Legal protection, indigenous peoples, land acquisition. 
 

  



ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat adat 

dalam pelaksanaan proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan metode 

penelitian normatif. Permasalahan utama yang dibahas meliputi: bagaimana perlindungan 

hukum bagi masyarakat adat dalam proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan 

bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa antara 

masyarakat adat dan pemerintah terkait pengadaan tanah tersebut. 

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaturan hukum terkait hak-hak masyarakat adat 

atas tanah ulayat, termasuk prosedur pengakuan dan syarat-syarat pengesahan tanah ulayat 

sebagai bagian dari hak masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini membahas landasan hukum 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk tahapan prosedur, langkah-langkah yang 

harus dipenuhi, dan penyelesaian sengketa yang timbul. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan yuridis terhadap hak-hak 

masyarakat adat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan 

masih sering menimbulkan konflik. Konflik tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara 

kepentingan pembangunan dengan penghormatan atas hak masyarakat adat. Penyelesaian 

sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah, 

serta litigasi melalui jalur pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi 

antara kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak masyarakat adat guna 

memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang 

hidup di masyarakat. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat adat, Pengadaan tanah. 
 


